
SALIN AN 

GUBERNUR PAPUA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT 
NOMOR 22 TAHUN 2024 

TENT ANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

PROVINS! PAPUA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; 

b. bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah sebagai pejabat negara dan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah, perlu diberikan 

hak-hak keuangan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan 

berdasarkan prmsip akuntabilitas, profesionalitas, 

proporsionalitas dan transparan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah Dan W akil Kepala Daerah Provinsi Papua 

Barat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3960); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang 

Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil 

Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 121); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah N omor 106 Tahun 2021 ten tang 

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 

tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan 

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam 

Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6731); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan clan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENT ANG KEDUDUKAN 

KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

PROVINS! PAPUA BARAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Gubemur Papua Barat. 

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Papua Barat. 

5. Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hak yang 

melekat pada jabatan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah selaku 

pejabat Negara yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, dan 

tunjangan lainnya. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja 

program clan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran. 

9. Biaya operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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10. Belanja Penunjang Operasional adalah belanja yang dipergunakan untuk 

rnendukung kelancaran tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. 

11. Hari adalah hari kerja. 

BAB II 

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

Pasal 2 

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara. 

(2) Dalarn kedudukan selaku Pejabat Negara Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah rnelaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

rnaka tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan 

oleh Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Pelaksana 

Harian Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat 

(1) atau Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Togas Kepala 

Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) karena kedudukannya rnendapatkan hak-hak keuangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

( 1) Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: 

a. Gaji dan tunjangan; 

b. Sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan; 

c. Sarana mobilitas; dan 
d. Biaya operasional. 

(2) Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBD setiap 
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tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(3) Dalam hal terdapat kekosongan Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala 

Daerah, kedudukan keuangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diberikan kepada 

Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Pelaksana 

Harian Kepala Daerah. 

(4) Hak keuangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dapat diberikan apabila Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Tugas Kepala 

Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah melaksanakan masa jabatan 

melebihi 1 (satu) bulan. 

Bagian Kedua 

Gaji Dan Tunjangan 

Pasal 4 

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari 

gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. 

(2) Gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

tunjangan anak dan tunjangan istri/ suami, tunjangan beras, tunjangan 

kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, dan tunjangan kematian diberikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam 

bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk 

suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(7) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan 

jaminan kematian yang berlaku bagi pejabat negara diberikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 5 

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dikenai sanksi 

pemberhentian sementara, tidak mendapatkan hak protokoler, tetapi hanya 
diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan 

istri/ suami. 

Bagian Ketiga 

Sarana Dan Prasarana Rumah Jabatan Dan Perlengkapan 

Pasal 6 

( 1) Kepada Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala 

Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan dan 

perlengkapan, beserta biaya pemeliharaannya. 

(2) Standar rumah jabatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, 

wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan 

baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah 
Daerah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat 

pemeliharaan, rehabilitasi dan penambahannya. 

(4) Dalam hal rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak 

dapat ditempati karena tidak memenuhi standar kelayakan maka dapat 

disediakan rumah jabatan melalui mekanisme sewa rumah jabatan Kepala 

Daerah clan Wakil Kepala Daerah. 

Bagian Keempat 

Sarana Mobilitas 

Pasal 7 

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan kendaraan dinas. 

(2) Standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Apabila Kepala Daerah a tau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, 

kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada 

Pemerintah Daerah. 
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(4) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual kepada 

Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan/atau mantan Kepala Daerah 

atau mantan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima 

Biaya Operasional 

Pasal8 

(1) Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah atau penjabat Kepala Daerah disediakan biaya operasional. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. biaya rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan 

rumah tangga Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah sesuai 

kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan yang dipergunakan untuk 

membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah berdasarkan rencana kebutuhan barang milik 

daerah; 

c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris 

yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang­ 

barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala 

Daerah dan W akil Kepala Daerah; 

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk 

pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk medical ceck-up, 

pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka 

bagi Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah beserta anggota 
keluarganya; 

f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan 

dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah; 

g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya dengan 

mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan; dan 

h. biaya penunjang operasional. 
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Pasal 9 

(1) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(2) huruf h digunakan antara lain untuk: 

a. koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal clan horizontal; 

b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; 

c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung 

pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah seperti 

kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya; dan 

d. Kebutuhan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. 

(2) Besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 

klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Persentase penggunaan biaya penunjang operasional antara Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 

sebesar: 

a. Kepala Daerah sebesar 60% (enam puluh persen); dan 

b. Wakil Kepala Daerah sebesar 40% (empat puluh persen). 

(4) Pembayaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dilakukan setiap bulan. 

Bagian Kelima 

Ruang Lingkup Layanan Dan Jenis Layanan 

Pasal 10 

(1) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap dan/ atau berhalangan 

sementara sehingga tugas Kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Kepala 

Daerah maka biaya penunjang operasional Kepala Daerah dapat digunakan 

oleh Wakil Kepala Daerah. 

(2) Dalam hal Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap dan/atau berhalangan 

sementara sehingga tugas Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Kepala 

Daerah maka biaya penunjang operasional Wakil Kepala Daerah dapat 

digunakan oleh Kepala Daerah. 

(3) Dalarn hal Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah berhalangan tetap 

dan/atau berhalangan sementara sehingga tugas Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana 

Tugas Kepala Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah, maka biaya 
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penunjang operasional Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah dapat 

digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah/Pelaksana Togas Kepala 

Daerah/Pelaksana Harian Kepala Daerah. 

(4) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) 

dan ayat (3) diberikan dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi, 

akuntabilitas, proporsionalitas. 

Pasal 11 

Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

didukung dengan bukti kwitansi tanda terima dari Kepala Daerah atau Wakil 

Kepala Daerah atau penjabat Kepala Daerah. 

BAB IV 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 12 

( 1) Penganggaran hak keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

se bagaimana dimaksud clalam Pasal 3 ayat ( 1) disusun dalam RKA SKPD 

Sekretariat Daerah. 

a. Gaji clan tunjangan pada sub kegiatan Penyecliaan Gaji clan Tunjangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan Belanja Gaji 
dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 

b. Sarana dan prasarana rumah jabatan dan perlengkapan pada sub 

kegiatan, antara lain: 

1. penyecliaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah; 

2. penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah; 

3. pengaclaan geclung kantor atau bangunan lainnya; 

4. pengaclaan mebel; 

5. pengaclaan peralatan clan mesin lainnya; 
6. pengaclaan aset tetap lainnya; 

7. pemeliharaan mebel; 

8. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; 

9. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; dan 

10. pemeliharaan aset tak berwujud clengan menggunakan belanja 

berkenaan. 

c. sarana mobilitas pada subkegiatan, antara lain: 

1. pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 

jabatan; dan 
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2. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan clan pajak 
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

dengan menggunakan belanja berkenaan. 

d. biaya operasional pada subkegiatan Penyediaan Dana Penunjang 

Operasional Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah menggunakan 

Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk 

penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur 

tentang penjabaran APBD. 

(3) Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kepala perangkat daerah terkait menyusun DPA 

SKPD sebagai dasar pelaksanaan hak keuangan. 

Pasal 13 

Pelaksanaan pembayaran hak keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 

Pertanggungjawaban pelaksanaan pembayaran hak keuangan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15 

Kepala Daerah dan W akil Kepala Dearah dapat menerima penghasilan lainnya 

diluar yang diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang diamanatkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 
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BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua 

Barat. 

Ditetapkan di Manokwari 

pada tanggal 8 Agustus 2024 

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT, 

CAP/TTD 

ALI BAHAM TEMONGMERE 

Diundangkan di Manokwari 

pada tanggal 8 Agustus 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT, 

CAP/TID 

YACOB S. FONATABA 

BERITA DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT PADA TAHUN 2024 NOMOR 22 

i aslinya, 
kum 
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.......,� . ..--4" ��na (IV/ a) 
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